BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
UKURAN KAPAL DAN LUAS AREAL LAHAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan dan dalam rangka
melaksanakan tertib administrasi dengan tanpa
mengesampingkan tumbuhnya pengusaha-pengusaha kecil
dibidang perikanan yang sedang merintis, perlu dibuat
aturan mengenai ukuran kapal dan luas areal lahan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Ukuran Kapal dan Luas Areal Lahan Perikanan.

—

. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
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4.

MENETAPKAN :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15

Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2004 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG UKURAN KAPAL DAN
LUAS AREAL LAHAN PERIKANAN.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan
dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan
dalam suatu sistem bisnis perikanan.

6.lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan
perairan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Gross Tonnage selanjutnya disingkat GT adalah satuan

volume kapal.

. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau

badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan
ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan,
memungut atau mengarahkan ikan untuk tujuan
komersial.

. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang

melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga
negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain
yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,
mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan
ikan, pengangkutan ikan, pengelohan ikan, pelatihan
perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk
menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah
dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut,
memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan yang
berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.

Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk
melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan
ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi
perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.

Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan
adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran
terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk
peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan
digunakan untuk usaha perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat
SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan
perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin
tersebut.

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus
dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP).

Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat
PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada
setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI.
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18. Ukuran Kapal adalah sebuah keterangan yang berisi
tentang luasan terhadap suatu kapal tertentu yang
dilakukan oleh dinas.

19. Luas Areal Lahan atau perairan adalah sebuah keterangan
yang berisi tentang luasan areal lahan atau perairan yang
dilakukan oleh dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
mengklasifikasi ukuran kapal dan luas areal lahan
perikanan.

(2) Tujuan dari Peraturan ini untuk :

a. memberikan kesempatan bagi usaha perikanan baik
yang berskala mikro maupun kecil; dan

b. memberikan batasan yang jelas antara usaha
perikanan yang wajib SIUP dengan yang tidak wajib
SIUP.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi ukuran kapal dan
luasan areal lahan atau perairan yang tidak wajib SIUP.

BAB IV

KLASIFIKASI UKURAN KAPAL
Pasal 4

(1) Ukuran kapal ditetapkan berdasarkan hasil ukur kapal
yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

(2) Ukuran kapal yang digunakan dalam penangkapan
dan/atau pengangkutan ikan berukuran dibawah 5 (lima)
GT yang dimiliki 1(satu) orang.
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BAB V
LUAS AREAL LAHAN PEMBUDIDAYAAN

Pasal 5

(1) Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh
pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan Kkriteria
areal lahan sebagai berikut:

a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75
hektar;

b. pembesaran dengan areal lahan di:
1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan
ketentuan 1 unit = 100 m2;

3. keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit
dengan ketentuan 1 unit =4 x (7 x 7 x 2,5 m3); dan

4. keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan
ketentuan 1 unit=4x2 x 1,5 m3.

(2) Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh
pembudidaya ikan dengan areal lahan dengan kriteria
sebagai berikut:

a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5
hektar; dan

b. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima)
hektar.

(3) Pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh
pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan
dengan Kriteria sebagai berikut:

a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5
hektar;

b. pembesaran :
1. ikan bersirip :
a) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak
lebih dari 2 (dua)unit keramba jaring apung,
dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3

x 3 m3/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor
per kantong;

b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih
dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan
ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3
/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per
kantong;



c) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak
lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring
apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong
ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong, kepadatan antara
300-500 ekor per kantong.

2. rumput laut dengan menggunakan metode:

a) lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit
dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m?;

b) rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit
dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit
berukuran 5 x 2,5 m2?;

c) long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan
ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

3. teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5

(lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture)

dengan luas 400 (empat ratus) m2/unit.

4. kerang hijau dengan menggunakan:

a) rakit apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x
4 m?;

b) rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit =4 x
4 m?;

c) long line 10 unit ukuran 100 m.

5. abalone dengan menggunakan :

a) kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan
ketentuan 1 unit=10x2 x 0,5 m3

b) keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan
ketentuan berukuran 1x1x1m3.

(4) Penangkapan dan pembudidayaan ikan untuk keperluan
konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan
serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu
pengetahuan.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 6

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala
Dinas Perikanan dan Kelautan untuk melakukan:

a. pengukuran kepada Kapal Perikanan, Areal Lahan atau
Perairan berdomisili di wilayah administrasi dan beroperasi
di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi
kewenangannya,; dan



b. penetapan bagi nelayan dan pembudidaya kecil
berdasarkan peraturan ini untuk dikecualikan dari

kewajiban memiliki SIUP.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai pberlaku pada tanggal

diundangkan.
setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

Agar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
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RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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DRS. EDI DAMANSYAH 8i
NIP.19650302 199403 o011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
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NIP.196711021996031001



